Nomor : 5

T OANCACITA.

LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

TAHUN : 1984 SERIE D" No. 5

MENIMBANG

MENGINGAT

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR :6 TAHUN 1983 .
TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN GAMPONG/DESA

PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

d.

bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerin-
tahan Gampong/Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai
dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional,
maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang
Nomor °5(Talmun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu
untukynenetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa, Pengu-
rusan dan Pengawasannyz sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 1982,

bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Pera-
turan Daerah.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 19356 tentang Pembentukan Pro-
pinsi Aceh ; .
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pem-
bentukan Lembaga Musyawarah Desa ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Ke-

putusan Desa ;
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawas-
annya,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propms; Daerah

Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN GAMPONG/
DESA, PENGURUSANNYA DAN PENGAWASANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

o 9

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat-1I adalah Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat 1T dalam Propinsi Daerah Istimiewa Aceh ;

Camat adalah Camat dalam Propinsi Daerah Istimewsa Aceh.

- Gampong/Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk” sebagai

kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempu-
nyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelengga-
rakan rumah tangganya sendiridalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempu-
nyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menye-
lenggarakan rumah tangganya sendiri ;

Pemerintah adalab-Pemerintah Republik Indonesia ;

Pemerintah Daerah Tingkat 1 adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
Pemerintah Daerah Tingkat II Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II da-
lam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

Sumber Pendapatan Gampong/Desa adalah pendapatan asli Gampong/Desa, pendapatan
yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah
Daerah Tingkat IT serta lain-lain pendapatan yang sah ; _
Kekayaan Gampong/Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Gam-
pong/Desa yang bersangkutan ; '

Swadaya masyarakat -adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesada-
ran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pen-
dek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ; :

Gotong—royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta me-
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ngandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Gampong/Desa
dan atau antara warga Gampong/Desa dengan Pemerintah Gampong/Desa untuk meme-
nuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka menmgkatkan
kesejahteraan bersama baik materiil maupun : spiritui ;

Pemerintah Gampong/Desa terdiri atas :

1) Keuchik/Kepala Desa.

2) Lembaga Musyawarah Gampong/Desa. .

Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Gampong/Desa yang selanjutnya disebut
pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pen-
dapatan dan kekayaan Gampong/Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong/Desa
untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan Gampong/Desa dengan baik ;

Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Gampong/Desa yang selanjutnya disebut
pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepata Dae-
rah Tingkat IT atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dalam rangka
penyelenggaraan permerintahan Gampong/Desa dengan baik ;

Keputusan Gampong/Desa adalah Keputusan yang telah ditétapkan oleh Keuchﬂc/Kepala
Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Gampong/
Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Ting-
kat 11.

BAB M
SUMBER PENDAPATAN DANKEKAYAAN GAMPONG/DESA
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA
Bagian Pertama
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa
Pasal 2

Sumber pendapatan Gampong/Desa, terdiri dari :

a. pendapatan asli Gampong/Desa sendiri.
b. pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I
dan Pemerintah Daerah Tingkat II.

- ¢. Lainlain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli Gampong/Desa sendiri sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini
terdiri dari :

Kekayaan Gampong/Desa.

hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Gampong/Desa.
hasil dari gotong-royong masyarakat Gampong/Desa.
pungutan Gampong/Desa.
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e. lain-lain hasil dari usaha Gampong/Desa, yang sah, antara lain usaha-usaha ekonom
Gampong/Desa dan termasuk Bantuan Pembangunan Desa atau bantuan pihak lain
nya, _ ‘

(3) Pendapatan yang berasal dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I da

Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam ayat (1) hurutf b pasal ini terdi

dari :

a. sumbangan dan bantuan Pemerintah, .

b. sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Ting
kat 11, .

c. sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Gampong/Desa

(4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ pasal ini, adalal
pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketig:
yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Kekayaan Gampong / Desa terdiri dari :

tanah-tanah Kas Gampong/Desa.

pemandian Umum yang diurus oleh Gampong/Desa.
pasar Gampong / Desa, :

obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh Gampong/Desa.
Bangunan milik Gampong/Desa.

lain-lain kekayaan milik Pemerintah Gampong/Desa.

Mmeae o

Bagian Kedua
Pengurusan dan Pengawasan

Pasal 4

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa diurus oleh Pemerintah Gampong/Desa dan
dimanfaatkan sepemuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pemba-
ngunan di Gampong / Desa.

Pasal 5

(1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Gampong/Desa se-
bagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan
Keputusan Gampong/Desa, kecuali ayat (3) huruf ¢, ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

~ (2) Keputusan Gampong/Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku setelah men-
dapat pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
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Pasal 6

Pun’gutan Gampong/Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini,
akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 7

(ll) Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan Gampong/Desa se-
bagai dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa. '

(2) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa sebagai dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istime-
wa Aceh.

Pasal 8

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pehdapatan dan kekayaan Gampong/
Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupatif
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IT atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. :

- Pasal 9

(1) Tanah-tanah Gampong/Desa yang berupa tanah Kas Gampong/Desa, Bengkok, Titisara,
Pangunan, Kuburan dan laindain yasg sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan
Gampong/Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk
kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Gampong/
Desa, .

(2) Pengesahan Keputusan. Gampong/Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dila-
kukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, jika Gampong/Desa yang ber-
sangkuta_n telah memperoleh :

“ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan.
b . penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai.
c. izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah,

BAB il
ATURAN PERALIHAN
Pasal 10

(1) Sumber pendapatan yang ada di Gampong/Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diurus dan merupakan sumber penda-
patan bagi Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat IT, maka Pemerin-
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tah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II berkewasjiban memberikan seba-
gian dari hasil sumber pendapatan dimaksud pada Pemerintah Gampong/Desa yang besar-
nya ditentukan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah [stimewa Aceh.

Sumber pendapatan asli Gampong/Desa yang sebelum berlakunya Undangundang No-
mor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, diurus dan merupakan sumber pendapatan
Gampong/Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemeriniah Daerah
Tingkat II, berkewajiban untuk membantu mengembangkannya agar dapat membenkan
hasil yang sebesar besarnya.

Pasal 11

Sumber-sumber pendapatan Gampong/Desa berupa tanah Bengkok dan yang sejenis yang
selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Keuchik/Kepala Desa dan Pe-
rangkat Gampong/Desa-nya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan Gampong/Desa yang
pengurusnya d1tetapkan melaiui Anggaran Penerimaan dan Pengelyaran Keuangan Gam-
pong/Desa

Sumber-sumber pendapatan Gampong/Desa berupa tanah Bengkok dan yang sejenis dari
Gamponggampong/Desa-desa vang statusnya berubab menjadi Kelurahan, pengurusan-
nya dilaksanakn oleh Pemerintali Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat If melalui Angga-

" ran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang diperuntuk-

kan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahag dan pembangunan di tingkat Kelorahan
dengan tetap memperhatikan keseimbangan ‘antara Gampong/Desa dan atau Kelurahan
lainnya yang ada di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat Il yang bersangkutan,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan) Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai
Sumber Pendapatan danyKekayaan Gampong/Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dan ke-
tentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak ber-

laku lagi.

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Guber-
nur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya,

Pe

: Pasal 14
raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan dalam Lembaran ‘Daerah Pro-

pinsi Daerah Istimewa Aceh,
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Ketua,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah .

Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5
Tanggal 10 Januari 1984
SERIE "D Nomoar 5
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. AYUB YUSUF
Nip. 010059340
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. Menteri dalam Negeri

Banda Aceh, 7 Mei 1983

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA

ACEH
H. HAD! THAJERB

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
dengan Surat
Keputusan Nomor 143,21--760

Tanggal 5 Desember 1983
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PASAL DEMI PASAL :

PENJELASAN

Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Undang-undang
Nomor  Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. di Propinsi
Daerah Istimewa Aceh perlu menetapkan ketentuan-ketentuan
yang mengatur tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gam-
pong/Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, sebagai tindak

. lanjut dari Pasal 21 ayat (3) Undangundang Nomor 5 Taliun

1979 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,
Pengurusan dan Pengawasannya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tahun 1982 terschut diatas; pengaturan tentang Sumber
Pendapatan dan Kekayaan IJCsa, Pengurusan dan Pengawasan-
nya harus ditetapkan dengan-suatu Peraturan Daerah.

Pasal 1 s/d Pasal 14 cukup jelas.—
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